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LAMPIRAN 
PERATURAN  WALIKOTA  MAGELANG

NOMOR     73      TAHUN 2017
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH

PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN 

DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH
A. PENATAUSAHAAN

1. DASAR PERMINTAAN PEMBAYARAN
a. berdasarkan DPA-SKPD yang telah disahkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD.

b. SPD disiapkan oleh Kuasa BUD untuk disahkan oleh PPKD.
c. SPD belanja tidak langsung diterbitkan dua kali dalam satu tahun anggaran, pada waktu penetapan APBD dan Perubahan APBD.

d. SPD Belanja Langsung diterbitkan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan memuat informasi yang menunjukan secara jelas alokasi pada kegiatan.
e. SPD dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama untuk PA/KPA yang dipakai sebagai dasar pengajuan SPP dan lembar kedua untuk arsip PPKD.
f. Pengeluaran atas beban APBD dapat dilakukan setelah diterbitkan SPD oleh PPKD.
2. PENGELOLAAN KAS DAN TATA CARA PEMBAYARAN
a. kas tunai sehari-hari yang boleh dipegang oleh Bendahara Pengeluaran diatur berjenjang sesuai dengan nilai anggaran yang dikelola dengan perincian sebagai berikut:
1) di bawah nilai anggaran Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kas tunai yang boleh dipegang adalah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2) nilai anggaran Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kas tunai yang boleh dipegang adalah sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
3) nilai anggaran Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke atas, kas tunai yang boleh dipegang adalah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
b. Tatacara pembayaran kepada pihak ketiga dapat dilaksanakan secara tunai dan nontunai dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Pembayaran kepada pihak ketiga yang nilainya lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per nilai tagihan kepada pihak ketiga pembayarannya harus dilaksanakan secara nontunai dari uang persediaan yang ada dengan memindahbukukan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening rekanan;
2) Pembayaran di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dibayarkan secara tunai untuk belanja yang dikecualikan dan diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri;
3) Pembayaran kepada pihak ketiga yang nilainya di bawah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pembayarannya dapat dilaksanakan secara tunai.

3. KETENTUAN PENGAJUAN SPP
a. SPP-UP
1) Pengajuan SPP-UP oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperoleh persetujuan dari PA/KPA melalui PKK-SKPD hanya dilakukan sekali dalam satu tahun, selanjutnya untuk mengisi kembali saldo uang persediaan (UP) digunakan SPP-GU.

2) Besaran uang persediaan (UP) yang diajukan adalah setinggi-tingginya 1/12 dari jumlah anggaran setelah dikurangi belanja tidak langsung dan belanja yang direncanakan akan direalisasikan melalui permintaan pembayaran Langsung (SPP-LS).
3) BUD menerbitkan SPD sebagai dasar pengajuan SPP-UP.

4) Uang persediaan (UP) dapat digunakan untuk pembayaran kepada pihak ketiga per nilai kontrak untuk belanja barang dan jasa tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan untuk belanja barang dan jasa berupa modal tidak lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
5) Besarnya uang persediaan (UP) di setiap Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota pada setiap awal tahun anggaran.

b. SPP-GU
1) SPP-GU diajukan untuk mengganti uang persediaan (revolving) yang telah digunakan.

2) Pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperoleh persetujuan dari PA/KPA melalui PPK-SKPD dapat diajukan apabila Surat Pertanggungjawaban (SPJ) uang persediaan maupun ganti uang persediaan sudah mencapai paling sedikit 50 % (lima puluh persen).
3) Pengajuan ganti uang persediaan dalam satu bulan dapat di ajukan lebih dari satu kali dengan membuka dan menutup Buku Kasa Umum (BKU).

4) Batas tanggal pengajuan SPP-GU kepada BUD pada bulan Desember diatur dengan Surat Edaran Walikota.

c. SPP-TU
Pemberian tambahan uang persediaan diatur sebagai berikut:

1) permintaan tambahan uang persediaan harus mendapatkan persetujuan dari Walikota;
2) untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
3) dana tambahan uang persediaan dapat dimintakan apabila dana yang dibutuhkan melebihi plafon uang persediaan/ganti uang persediaan;
4) dipertanggungjawabkan paling lambat satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
5) apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana yang ada pada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus disetor ke rekening kas daerah; 

6) ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang persediaan dikecualikan untuk hal-hal sebagai berikut:
a) kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;

b) kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA.          
d. SPP-LS
SPP-LS dilakukan untuk:

1) belanja gaji dan tunjangan;

2) tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa kesejahteraan pegawai;

3) TP Guru PNSD;

4) DPT Guru PNSD;

5) belanja penunjang operasional/dana operasional;

6) Insentif pemungutan retribusi/pajak daerah;

7) penyertaan modal;

8) penyediaan Dana Cadangan;

9) belanja hibah;

10) belanja bantuan sosial;

11) belanja bantuan sosial tidak direncanakan;

12) belanja bantuan keuangan kepada partai politik;
13) belanja tidak terduga;
14) pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada pihak ketiga yang nilainya di atas Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
15) pelaksanaan pengadaan barang/jasa berupa modal kepada pihak ketiga yang nilainya di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
16) bukti-bukti pengeluaran asli sebagai lampiran SPP-LS merupakan Arsip yang di simpan oleh PA/KPA. 

4. UANG PANJAR

a. PPTK dalam melaksanakan kegiatan dapat mengajukan permohonan uang muka (panjar) kegiatan kepada PA/KPA.

b. Setelah PA/KPA menyetujui maka diteruskan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

c. uang panjar yang diberikan kepada PPTK, oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dibukukan di BKU.

d. bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan uang panjar disampaikan kepada bendahara paling lambat 2 (dua) minggu atau 10 (sepuluh) hari kerja.

e. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan uang panjar yang sudah memenuhi syarat dan sah ke dalam BKU.

5. TEKNIS PENGAJUAN SPP
Berdasarkan dokumen SPD yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh PPKD selaku BUD Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permintaan pembayaran kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD.
a. kelengkapan SPP-UP untuk penerbitan SPM
1) surat pengantar SPP-UP;
2) ringkasan SPP-UP;
3) rincian penggunaan SPP-UP;
4) salinan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD; lampiran lain yang diperlukan mencakup Buku Kas Umum, register penutupan kas, laporan fungsional dan bukti setor sisa kas tahun sebelumnya ke kas daerah;
5) SPP-UP yang diajukan di buat rangkap 2 (dua) terdiri atas:

a) lembar I untuk PPK-SKPD;
b) lembar ke II untuk Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

6) Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-UP yang diajukan kedalam register SPP.
b. Kelengkapan SPP-GU untuk Penerbitan SPM
1) surat pengantar SPP-GU;
2) ringkasan SPP-GU;
3) rincian penggunaan dana SP2D-UP/GU yang lalu;
4) bukti transaksi yang sah dan lengkap;
5) salinan SPD;
6) surat pernyataan pengajuan SPM-GU oleh PA/KPA;
7) laporan pertanggungjawaban uang persediaan;
8) laporan pertanggungjawaban administratif;
9) laporan mutasi barang bulan sebelumnya;
10) SPP-GU yang diajukan dibuat rangkap 2 (dua) terdiri atas:

a) lembar I untuk PPK-SKPD;
b) lembar ke II untuk Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

11) Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-GU yang diajukan kedalam register SPP.
c. SPP-TU untuk penerbitan tambahan uang persediaan
Berdasarkan SPD, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan SPP-TU kepada PA/ KPA melalui PPK-SKPD.

Kelengkapan Dokumen SPP-TU untuk penerbitan SPM:

1) surat pengantar SPP-TU;

2) ringkasan SPP-TU;

3) rincian rencana penggunaan SPP-TU;

4) SALINAN SPD;

5) surat persetujuan tambah uang persediaan dari Walikota.

6) SPP-TU yang diajukan dibuat rangkap 2 (dua) terdiri atas:

a) lembar I untuk PPK-SKPD;
b) lembar ke II untuk Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

7) Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-TU yang diajukan kedalam register SPP.
d. pengajuan SPP-LS Barang/Jasa

1) SPP-LS terdiri atas SPP-LS murni atas nama pihak ketiga dan SPP-LS bendahara kepada pihak ketiga yang pembayarannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran.

2) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan Perangkat Daerah yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dapat dibayar oleh Bendahara Pengeluaran dari uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan untuk pembayaran sampai dengan  Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk belanja modal pembayaran sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3) Untuk pembayaran belanja barang/jasa di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan belanja modal di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat dibayarkan kepada pihak ketiga secara langsung atau dibayarkan secara nontunai dengan menggunakan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan, dikecualikan untuk beberapa belanja yang diatur dalam Peraturan Walikota tentang implementasi nontunai dapat dibayarkan secara tunai.
4) Untuk  pengadaan  barang  dan jasa dalam suatu kegiatan, Perangkat Daerah dapat menunjuk PPTK untuk menyiapkan dokumen pengeluaran SPP-LS barang dan jasa dan mengendalikan kegiatan yang dituangkan dalam kartu pengendalian kegiatan.

5) Kelengkapan  dokumen  SPP-LS  untuk pengadaan barang dan jasa terdiri atas:

a) surat pengantar SPP-LS;
b) ringkasan SPP-LS;
c) rincian rencana penggunaan SPP-LS;
d) fotokopi/salinan SPD pada saat awal pengajuan kegiatan tersebut;
e) kuitansi dinas (A2);
f) kelengkapan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/ jasa Pemerintah Daerah.
6) kelengkapan dokumen SPP-LS untuk gaji dan tunjangan terdiri atas:

a) lembar kontrol; 

b) surat pengantar SPP-LS;
c) ringkasan SPP-LS;
d) rincian penggunaan SPP-LS;
e) fotokopi/salinan SPD; 
f) surat pernyataan pengajuan SPP-LS;
g) surat pernyataan tanggung jawab belanja pengajuan SPP-LS;
h) jumlah pegawai negeri sipil daerah penerima tunjangan jabatan struktural, jabatan fungsional dan tunjangan umum;
i) daftar jumlah pegawai negeri sipil daerah, jumlah jiwa dan besarnya jumlah belanja per golongan;

j) daftar jumlah pegawai negeri sipil daerah per golongan per jabatan;

k) rekapitulasi gaji;

l) daftar gaji;

m) rekap bukti potong PPh Pasal 21;

n) kuitansi A2.
7) Kelengkapan dokumen SPP-LS untuk tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya terdiri atas:

a) lembar kontrol; 

b) surat pengantar SPP-LS;

c) ringkasan SPP-LS;

d) rincian penggunaan SPP-LS;
e) fotokopi/salinan SPD; 
f) surat pernyataan pengajuan SPP-LS;
g) surat pernyataan tanggung jawab belanja pengajuan SPP-LS;
h) kuitansi A2;

i) rekapitulasi pemberian tambahan penghasilan bersadarkan pertimbangan objektif lainnya berupa tunjangan kesejahteraan kepada pegawai;

j) daftar penerima tambahan penghasilan bersadarkan pertimbangan objektif lainnya berupa tunjangan kesejahteraan kepada pegawai;

k) surat setoran pajak penghasilan (PPh pasal 21).
8) Kelengkapan  dokumen  SPP-LS  untuk TP Guru PNSD dan DTP Guru PNSD terdiri atas:

a) lembar kontrol; 

b) surat pengantar SPP-LS;

c) ringkasan SPP-LS;

d) rincian penggunaan SPP-LS;
e) fotokopi/salinan SPD; 
f) surat pernyataan pengajuan SPP-LS;
g) surat pernyataan tanggung jawab belanja pengajuan SPP-LS;
h) kuitansi A2;

i) perincian penggunaan anggaran TP Guru PNSD dan DTP Guru PNSD (SP2D jalan);

j) rekapitulasi per golongan dengan jumlah pajaknya;

k) rekapitulasi jumlah guru;

l) rekapitulasi penyaluran ke kas daerah;

m) rekapitulasi sisa dana;

n) daftar pemotongan pajak penghasilan (PPh Pasal 21);

o) rekapitulasi jumlah guru yang berhak namun belum menerima tunjangan profesi guru; 

p) surat setoran pajak penghasilan (PPh Pasal 21).
9) Kelengkapan dokumen SPP-LS untuk BPO Pimpinan terdiri atas:

1) lembar kontrol; 

2) surat pengantar SPP-LS;

3) ringkasan SPP-LS;

4) rincian penggunaan dana SPP-LS;
5) fotokopi/salinan SPD; 
6) surat pernyataan pengajuan SPP-LS;
7) surat pernyataan tanggung jawab belanja pengajuan SPP-LS;
8) perintah pengeluaran/disposisi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
9) pakta integritas masing-masing penerima BPO Pimpinan;
10) kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;

11) perincian penggunaan BPO Pimpinan bulan lalu;
12) fotokopi kartu tanda penduduk;
13) fotokopi proposal;
14) fotokopi kuitansi bermaterai;
10) kelengkapan dokumen SPP-LS untuk BPO KDH/WKDH terdiri atas:

a) lembar kontrol; 

b) surat pengantar SPP-LS;

c) ringkasan SPP-LS;
d) fotokopi/salinan SPD; 
e) surat pernyataan pengajuan SPP-LS;
f) surat pernyataan tanggung jawab belanja pengajuan SPP-LS;
g) perintah pengeluaran/disposisi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
h) kuitansi A2.
11) Kelengkapan dokumen SPP-LS untuk insentif pemungutan retribusi/pajak daerah terdiri atas:

a) lembar kontrol; 

b) surat pengantar SPP-LS;

c) ringkasan SPP-LS;

d) rincian penggunaan dana SPP-LS;
e) fotokopi/salinan SPD; 
f) surat pernyataan pengajuan SPP-LS;
g) surat pernyataan tanggung jawab belanja pengajuan SPP-LS;
h) kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;

i) ikhtisar target dan realisasi penerimaan retribusi/pajak daerah;

j) peraturan walikota tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif retribusi/pajak daerah;

k) keputusan  walikota tentang penerima dan besaran pembayaran insentif retribusi/pajak daerah;
l) rekapitulasi penerimaan insentif pemungutan retribusi /pajak daerah per bulan;

m) rekapitulasi penerimaan insentif pemungutan retribusi /pajak daerah per triwulan;

n) daftar tanda terima penerimaan insentif pemungutan retribusi/pajak daerah.
6. PENERBITAN SPM
a. SPM dapat diterbitkan jika:
1) pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia;
2) kebenaran pembebanan kergiatan dalam rekening belanja sudah tepat; dan
3) didukung dengan kelengkapan dokumen yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Waktu pelaksanaan penerbitan SPM:
1) Diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah SPP diterima;
2) Apabila dokumen tidak lengkap dan ditolak, maka dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SPP.
c. PPK-SKPD memiliki tugas:
1) menguji SPP beserta Kelengkapannya;
2) menyiapkan SPM atas SPP yang telah diuji kelengkapanya dan kebenaranya dengan membubuhkan paraf pada dokumen, untuk ditandatangani PA/KPA;
3) menerbitkan surat penolakan SPM bila SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD tidak lengkap atau tidak benar;
4) membuat register penolakan penerbitan SPM; dan
5) membuat register SPM.
d. PA/KPA memiliki tugas:
1) menerbitkan SPM;
2) mengolah SPM yang diterbitkan PPK-SKPD bila SPP yang diajukan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak lengkap atau benar.
e. SPM yg diterbitkan PA/KPA dikirim ke BUD dilengkapi dengan dokumen tagihan sebagai berikut:
1) kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D dilampiri dengan:

a) fotokopi SPD;
b) surat perintah PA/KPA untuk penerbitan SP2D-UP;
c) surat pernyataan tanggung jawab belanja PA/KPA;
d) surat pernyataan pengajuan SPM-UP;
e) SPM-UP;
f) Buku Kas Umum dan laporan fungsional akhir tahun;
g) bukti setor sisa kas tahun sebelumnya.
2) SPM-GU adalah pengisian kembali uang persediaan yang telah dibelanjakan.

Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D  dilampiri dengan:

a) surat perintah PA/KPA untuk penerbitan SP2D-GU;
b) surat pernyataan tanggung jawab belanja PA/KPA;
c) surat pernyataan pengajuan SPM-GU;
d) SPM-GU;
e) lembar kontrol penggunaan ganti uang persediaan/ tambahan uang persediaan;
f) BUK dan register penutupan kas;
g) laporan penggunaan uang persediaan/tambahan uang persediaan;
h) surat pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu;
i) laporan pertanggungjawaban fungsional;
j) laporan mutasi barang sebelumnya yang telah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
k) pengajuan  SPM-GU dalam bulan-bulan berikutnya dapat diterbitkan SP2D apabila Perangkat Daerah telah mengirim laporan fungsional bulan sebelumnya. 
3) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D dilampiri dengan:

a) surat perintah PA/KPA untuk penerbitan SP2D-TU;
b) surat pernyataan tanggungjawab belanja PA/KPA;
c) surat keterangan pengajuan SPM-TU;
d) surat pernyataan pengajuan SPM-TU;
e) SPM-TU;
f) surat persetujuan Walikota untuk pencairan Tambahan Uang Persediaan.

4) Kelengkapan dokumen SPM-LS barang dan jasa untuk penerbitan SP2D dilampiri dengan:
a) surat perintah PA/KPA untuk penerbitan SP2D Langsung (LS);
b) surat pernyataan tanggung jawab belanja PA/KPA;
c) SPM-LS;
d) foto bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;
e) fotokopi rekening bank yang dimiliki dan masih berlaku.
f) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
g) Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh wajib pajak dan wajib pungut;
h) fotokopi dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah.
5) Kelengkapan  dokumen  SPM-LS  untuk gaji dan tunjangan untuk diterbitkan SP2D-LS dilampiri dengan:
a) surat pengantar penerbitan SP2D Langsung (LS) gaji dan tunjangan;

b) surat pernyataan tanggung jawab belanja dari PA/KPA;
c) fotokopi/salinan SPD;
d) SPM-LS, kertas berwarna biru;
e) kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK;

f) perincian penggunaan anggaran gaji dan tunjangan (SP2D jalan);
g) daftar pengajuan SPM;
h) jumlah pegawai negeri sipil daerah penerima tunjangan jabatan struktural, jabatan fungsional dan tunjangan umum;
i) daftar jumlah pegawai negeri sipil daerah, jumlah jiwa, dan besarnya jumlah belanja per golongan;

j) daftar jumlah pegawai negeri sipil daerah per golongan per jabatan;

k) rekap bukti potong pajak penghasilan (PPh pasal 21);

l) rekapitulasi gaji;

m) daftar gaji.
6) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk tambahan penghasilan bersadarkan pertimbangan objektif lainnya untuk diterbitkan SP2D-LS dilampiri dengan:
a) surat pengantar penerbitan SP2D Langsung (LS) tambahan penghasilan; 

b) surat pernyataan tanggung jawab belanja dari PA/KPA;
c) fotokopi/salinan SPD; 
d) SPM-LS, kertas berwarna biru;

e) rincian penggunaan (SP2D jalan);
f) kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;

g) peraturan walikota tentang tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif  lainnya berupa tunjangan kesejahteraan kepada pegawai;
h) rekapitulasi pemberian tambahan penghasilan;

i) daftar penerima tambahan penghasilan;

j) surat setoran pajak penghasilan (PPh Pasal 21).
7) Kelengkapan  dokumen  SPM-LS  untuk TP Guru PNSD dan DTP Guru PNSD untuk diterbitkan SP2D Langsung (LS) dilampiri dengan:
a) surat pengantar penerbitan SP2D Langsung (LS) TP Guru PNSD dan DTP Guru PNSD; 

b) surat pernyataan tanggung jawab belanja dari PA/KPA;
c) fotokopi/salinan SPD; 
d) SPM-LS, kertas berwarna biru;

e) Perincian penggunaan anggaran TP Guru PNSD dan DTP Guru PNSD (SP2D jalan);

f) kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;

g) rekapitulasi per golongan dengan jumlah pajaknya;

h) rekapitulasi jumlah guru;

i) rekapitulasi penyaluran ke kas daerah;

j) rekapitulasi sisa dana;

k) daftar pemotongan pajak penghasilan (PPh Pasal 21);

l) rekapitulasi jumlah guru yang berhak namun belum menerima tunjangan profesi guru;

m) surat setoran pajak penghasilan (PPh Pasal 21).
8) Kelengkapan  dokumen  SPM-LS  untuk belanja penunjang operasional DPRD untuk diterbitkan SP2D Langsung (LS) dilampiri dengan:
a) surat pengantar penerbitan SP2D Langsung (LS) BPO Pimpinan; 

b) surat pernyataan tanggung jawab belanja dari PA/KPA;
c) fotokopi/salinan SPD; 
d) SPM-LS, kertas berwarna biru;

e) perincian penggunaan BPO;

f) kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;

g) perintah pengeluaran/disposisi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
h) pakta integritas masing-masing penerima BPO Pimpinan;

i) fotokopi kartu tanda penduduk;
j) fotokopi proposal;
k) fotokopi kuitansi bermaterai.
9) Kelengkapan  dokumen  SPM-LS  untuk BPO KDH/Wakil WKDH untuk diterbitkan SP2D-LS dilampiri dengan:

a) surat pengantar penerbitan SP2D Langsung (LS) BPO;

b) surat pernyataan tanggung jawab belanja dari PA/ KPA;

c) SPM-LS, kertas berwarna biru;

d) kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;

e) perintah pengeluaran/disposisi Walikota/Wakil Walikota.
10) Kelengkapan  dokumen  SPM-LS  Insentif pemungutan retribusi/pajak daerah untuk diterbitkan SP2D Langsung (LS) dilampiri dengan:

a) surat pengantar SP2D Langsung (LS) insentif pemungutan retribusi/pajak daerah;

b) surat pernyataan tanggung jawab belanja dari PA/KPA;
c) fotokopi/salinan SPD; 
d) SPM-LS, kertas berwarna biru;

e) kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;

f) perincian penggunaan anggaran insentif pemungutan retribusi/pajak daerah (SP2D jalan);

g) realisasi retribusi/pajak daerah;
h) peraturan walikota tentang insentif pemungutan  pajak daerah/retribusi daerah;

i) rekapitulasi penerimaan insentif pemungutan retribusi/pajak daerah per bulan;

j) rekapitulasi penerimaan insentif pemungutan retribusi/pajak daerah per triwulan;

k) daftar tanda terima penerimaan insentif pemungutan retribusi /pajak daerah;
l) surat setoran pajak penghasilan (PPh Pasal 21).
7. SP2D
a. Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh PA/KPA agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dokumen SPM, Kuasa BUD melakukan:

1) Penerbitan SP2D, apabila SPM yang diajukan memenuhi persyaratan; atau

2) Menolak penerbitan SP2D apabila SPM yang diajukan tidak memenuhi persyaratan.
c. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
d. Penolakan penerbitan SP2D paling lama 1(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

e. Setelah SP2D terbit, Kuasa BUD menyerahkan SP2D ke bank yang ditunjuk kemudian bank akan mentransfer atau memindahbukukan ke rekening atas nama penerima dan besaran dana sesuai dengan yang tertera dalam SP2D.

8. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

a. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PA/KPA pada setiap bulan.

b. Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang, dokumen laporan pertanggungjawabkan yang disampaikan meliputi:

1) Buku Kas Umum dan register penutupan kas;
2) ringkasan pengeluaran disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atas setiap pengeluaran.
3) Bukti atas penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Pajak Penghasilan (PPh).

c. Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pembantu wajib:
1) meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
2) menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
3) meneliti kebenaran pembebanan belanja belanja sesuai kegiatan dan rekening belanja dalam DPA-SKPD;

4) menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Pajak Penghasilan (PPh) atas beban pengeluaran per rincian objek; dan

5) menguji kebenaran realisasi belanja sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

6) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

9. TANDA BUKTI PERJANJIAN SEBAGAI KELENGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN 
Pertanggungjawaban belanja, sebagai berikut:

a. belanja tidak langsung
1) tambahan penghasilan bersadarkan pertimbangan objektif lainnya:
a) A2/kuitansi dinas;
b) rekapitulasi;
c) daftar tanda terima;
d) keputusan walikota tentang pemberian tambahan penghasilan bersadarkan pertimbangan objektif lainnya;
e) bukti setor pajak penghasilan (PPh Pasal 21) /Surat Setoran Pajak (SSP).
2) TP Guru PNSD dan DTP Guru PNSD:
a) kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;
b) rekapitulasi per golongan dengan jumlah pajaknya;

c) rekapitulasi jumlah guru;

d) rekapitulasi penyaluran ke kas daerah;

e) rekapitulasi sisa dana;

f) daftar pemotongan pajak penghasilan (PPh Pasal 21);

g) rekapitulasi jumlah guru yang berhak namun belum menerima tunjangan profesi guru;

h) bukti setor pajak penghasilan (PPh Pasal 21)/Surat Setoran Pajak (SSP).
3) BPO Pimpinan
a) kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;

b) perintah pengeluaran/disposisi Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
c) pakta integritas masing-masing penerima BPO Pimpinan;

d) rincian penggunaan BPO Pimpinan;

e) proposal;

f) fotokopi kartu tanda penduduk;

g) kuitansi bermaterai.
4) Insentif pemungutan retribusi/pajak daerah
a) kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;

b) realisasi retribusi/pajak daerah;
c) peraturan walikota tentang insentif pemungutan  pajak daerah/retribusi daerah;

d) keputusan walikota tentang penerima besaran insentif pemungutan  pajak daerah/retribusi daerah;

e) rekapitulasi penerimaan insentif pemungutan retribusi/pajak daerah per bulan;

f) tanda terima penerimaan insentif pemungutan retribusi/pajak daerah;

g) bukti setor pajak penghasilan (PPh Pasal 21)/Surat Setoran Pajak (SSP).

b. Belanja langsung
1) Belanja pegawai
a) Honorarium panitia/tim pelaksana kegiatan dan honorarium pengelola keuangan daerah
(1) Keputusan pembentukan/penetapan panitia/tim, pengelola keuangan,   dan keputusan penetapan besaran honorarium.

(2) Tanda terima dari masing-masing yang bersangkutan dengan mencantumkan nama, kedudukan/jabatan, jumlah kotor, potongan Pajak Penghasilan (PPh), jumlah bersih, tanda tangan.

(3) Bukti setor pajak penghasilan (PPh Pasal 21)/Surat Setoran Pajak (SSP).

b) Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
(1) Tanda terima dari masing-masing yang bersangkutan sesuai dengan keputusan tentang penunjukan yang mencantumkan nama, kedudukan, jumlah kegiatan, jumlah kotor, potongan Pajak Penghasilan (PPh), jumlah bersih, tanda tangan.

(2) Bukti setor pajak penghasilan (PPh Pasal 21) /Surat Setoran Pajak (SSP).
c) Honorarium pegawai  honorer/tidak tetap
Daftar hadir bulan sebelumnya, tanda terima honor dari masing-masing yang bersangkutan sesuai dengan jenjang pendidikan, fotokopi   Keputusan Walikota sebagai pegawai honorer/tidak tetap yang dilampirkan pada surat pertanggungjawaban awal tahun anggaran.

d) Lembur pegawai negeri sipil dan nonpegawai negeri sipil
(1) Surat perintah lembur memuat nama pegawai yang diperintah, hari dan tanggal pelaksanaan lembur dan jenis pekerjaan yang harus dilembur.

(2) Daftar hadir lembur dengan mencantumkan jam lembur.

(3) Tanda terima daftar perhitungan uang lembur dan uang makan dengan mencantumkan besaran uang lembur dan jumlah uang makan, jumlah kotor, potongan Pajak Penghasilan (PPh), jumlah bersih serta tanda tangan yang bersangkutan.

(4) Bukti setor pajak penghasilan (PPh Pasal 21).
2) Belanja barang dan jasa
a) Belanja jasa kantor
(1) Belanja telpon, air, listrik:

Kuitansi dinas/A2, rekening dari masing-masing belanja.

(2) Untuk pembayaran kepada pihak ketiga: A2, kuitansi, permohonan pembayaran dari rekanan.
(3) Belanja jasa pengaman (piket kantor) /penjaga malam:

kuitansi dinas/A2, surat perintah yang ditandatangani PA/KPA, daftar hadir, jadwal, tanda terima uang, dan bukti setor pajak.

(4) Belanja jasa pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga: kuitansi dinas/A2, kuitansi pembayaran, nota yang dilengkapi dengan jenis kerusakannya, permohonan pekerjaan yang akan dipelihara dari pemakai alat-alat kantor yang digunakan, bukti setor pajak.
(5) Belanja transportasi dan akomodasi: kuitansi dinas/A2, bukti pembayaran penggunaan kendaraan umum serta bukti penginapan, surat tugas, daftar hadir.
(6) Pengganti uang transpor/uang saku: kuitansi dinas/ A2, tanda terima,  daftar hadir.
(7) Belanja jasa pemasangan iklan dan radio spot: kuitansi dinas/A2, bukti pembayaran, contoh surat kabar/iklan dari berita tersebut, bukti setor pajak. 

(8) Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber
(a) surat permohonan menjadi instruktur/narasumber;
(b) jawaban kesediaan untuk menjadi narasumber;
(c) daftar hadir yang dilengkapi dengan materi yang akan  disampaikan;
(d) tanda terima dari masing-masing yang bersangkutan dengan mencantumkan nama, jumlah kotor, potongan Pajak Penghasilan (PPh), jumlah bersih, tanda tangan.
(9) Belanja perawatan kendaraan bermotor
(a) Belanja jasa service
Kuitansi dinas/A2, nota dan/atau kuitansi pembayaran dengan menyebutkan jenis kerusakan dan nomor polisi kendaraan yang bersangkutan, bukti setor pajak.
(b) Belanja penggantian suku cadang
Kuitansi dinas/A2, nota, dan/atau kuitansi pembayaran dengan menyebutkan jenis/macam suku cadang yang diperlukan dan nomor polisi kendaraan yang bersangkutan, bukti setor pajak apabila terdapat setoran pajak.

(c) Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas
Kuitansi dinas/A2, nota, dan/atau kuitansi pembayaran dan nota Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan identitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Untuk kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan untuk perjalanan dinas agar dilengkapi SPPD.
(d) Belanja pengujian kendaraan bermotor
Kuitansi dinas/A2, nota, dan/atau kuitansi pembayaran.
(e) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
Kuitansi dinas/A2, nota dan/ atau Kuitansi pembayaran sesuai dengan ketentuan, fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang diperpanjang.

(f) Belanja perawatan kendaraan bermotor untuk dilengkapi surat permohonan dari pemakai kendaraan bermotor kepada pengampu kegiatan pemeliharaan kendaraan bermotor.
(10) Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir
(a) Belanja sewa rumah/kantor/tempat
Kuitansi dinas/A2, kuitansi pembayaran, bukti setor pajak.
(b) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor
Kuitansi dinas/A2, kuitansi pembayaran, bukti setor pajak.
(11) Belanja makanan dan minuman
(a) Belanja makanan dan minuman harian pegawai: Kuitansi dinas/A2, nota, dan/atau kuitansi pembayaran.
(b) Belanja makanan dan minuman rapat 
Kuitansi dinas/A2, undangan rapat, nota, dan/atau kuitansi pembayaran, daftar hadir rapat, bukti setor pajak.
(c) Belanja makanan dan minuman tamu
Kuitansi dinas/A2, nota, dan/atau kuitansi pembayaran, bukti setor pajak.

(d) belanja makanan dan minuman petugas piket Kuitansi dinas/A2, nota, dan/atau kuitansi pembayaran, daftar hadir piket, surat perintah/ jadwal piket, bukti setor pajak.

(12) Belanja perjalanan dinas
(a) Mekanisme belanja perjalanan dinas mempedomani Peraturan Walikota tentang standar biaya.

(b) Dalam hal tambahan uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota tentang standar biaya hanya diperuntukkan untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka:

· pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
· mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
· menempuh ujian dinas/ujian jabatan.
(c) Dalam hal pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain melaksanakan tugas pendampingan bukan pelayanan pimpinan, maka penggunaan fasilitas penginapan dan fasilitas transportasi menyesuaikan pejabat yang didampingi.
(d) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya seluruh pelaksanan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat menggunakan transportasi yang sama.
(e) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD.
(f) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas meliputi:
· surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari atasan pelaksana SPD atau paling rendah pejabat eselon II bagi pelaksana SPD di bawah pejabat eselon III ke bawah yang dibuat sesuai dengan format terlampir

· pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transpor/dan atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
(13) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagai berikut:
(a) biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau 

(b) sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.
(14) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas/ kelengkapan dokumen pengajuan penerbitan SP2D untuk biaya perjalanan dinas meliputi:
(a) kuitansi dinas A2;
(b) surat tugas perjalanan dinas yang sah dari atasan;
(c) surat perintah perjalanan dinas yang di tandatangani oleh pejabat yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas dibubuhi tanda tangan, nama terang dan stempel;
(d) tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran transportasi lainnya;
(e) bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh jasa penyewaan kendaraan sesuai dengan ketentuan;
(f) bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya atau apabila pemesanan melalui online bukti receipt dari biro perjalanan online dilengkapi dengan stempel hotel;
(g) dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan daftar pengeluaran riil, yang dapat dipertanggungjawabkan;
(h) tanda terima uang perjalanan.
(15) untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan secara selektif. 
(16) Untuk kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas dilengkapi dengan laporan hasil perjalanan dinas dimaksud.

(17) Bendahara Pengeluaran dapat memberikan pembayaran perjalanan dinas kepada pelaksana SPD melalui uang panjar dengan menggunakan uang yang ada di kas tunai maupun uang yang ada di rekening bank Bendahara Pengeluaran sebesar nilai belanja bruto.
(18) Pada waktu memberikan uang panjar Bendahara Pengeluaran mencatat pemberian uang panjar yang diberikan pada:

· Buku Kas Umum pada kolom pengeluaran;
· buku pembantu kas tunai pada kolom pengeluaran.

(19) Buku pembantu panjar pada kolom pengeluaran.

(20) Pembukuan pertanggungjawaban uang panjar adalah sebagai berikut:
· Pada waktu Bendahara Pengeluaran menerima bukti pengeluaran Uang Panjar Bendahara Pengeluaran mencatat pada:

· Buku Kas Umum pada kolom penerimaan.

· buku  pembantu  panjar pada  kolom penerimaan.

· Bendahara Pengeluaran mencatat belanja  riil berdasarkan pertanggungjawaban pelaksanaan SPD dan dicatat pada:

· Buku Kas Umum pada kolom pengeluaran;
· buku   pembantu   rincian  objek belanja.

(21) Apabila uang panjar yang diberikan lebih kecil dari pada belanja yang dilakukan pelaksana SPD, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan kepada pelaksana SPD dan Bendahara Pengeluaran mencatat pada buku kas/buku pembantu bank pada kolom pengeluaran sebesar jumlah yang dibayarkan.
(22) Uang panjar yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran wajib dipertanggungjawabkan oleh pelaksana SPD setelah kembali dari perjalanan dinas, apabila pada akhir bulan terdapat sisa kas di penerima panjar, maka sisa kas perjalanan dinas tersebut harus dikembalikan dan dicatat tetapi apabila penerima panjar belum kembali dari perjalanan dinas dan belum mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas, maka dapat dicatat sesuai uang panjar yang belum dipertanggungjawabkan pada akhir bulan dan mengakibatkan selisih kas di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca, wajib dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) laporan keuangan Perangkat Daerah.
(23) Kelengkapan dokumen pertanggung jawaban pengadaan barang/jasa untuk pembayaran kepada penyedia barang/jasa, diatur ketentuan sebagai berikut:
· pembayaran pengadaan barang
· Pengadaan barang dengan nilai sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan nota/kuitansi atau bukti pembelian (delivery order).

· Pengadaan  barang dengan nilai di atas Rp 100.000,00  (seratus ribu rupiah) sampai dengan  Rp 5.000.000,00  (lima juta rupiah):

· nota/daftar kuantitas dan harga (dalam hal kuitansi tidak dapat menampung seluruh uraian pembayaran);

· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh); dan

· kuitansi.

· Pengadaan barang dengan nilai di atas Rp 5.000.000,00  (lima juta rupiah) sampai dengan  Rp 10.000.000,00 (lima juta rupiah):
· nota/daftar kuantitas dan harga (dalam hal kuitansi tidak dapat menampung seluruh uraian pembayaran);

· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh);

· kuitansi;
· SP;

· berita acara serah terima akhir pekerjaan; dan 
· surat tagihan pembayaran.
· Pengadaan Barang dengan nilai di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah):
· kuitansi dinas A2;
· kuitansi;
· fotokopi kontrak berikut adendumnya (jika ada) tanpa lampiran, berupa Surat Perintah Kerja (SPK);

· berita acara penerimaan hasil pekerjaan;

· berita acara serah terima akhir pekerjaan;

· bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan (apabila ada);
· surat tagihan pembayaran;
· fotokopi referensi bank/rekening bank;

· fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; 
· surat tagihan pembayaran; dan
· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh).
· pengadaan barang dengan nilai di atas     Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
· kuitansi dinas A2;
· kuitansi;
· fotokopi kontrak berikut adendumnya (jika ada) tanpa lampiran, berupa Surat Perintah Kerja (SPK);

· fotokopi Surat Pesanan (SP) berikut adendumnya (jika ada);
· berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
· berita acara serah terima akhir pekerjaan;
· bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan (apabila ada);
· surat tagihan pembayaran;
· fotokopi referensi bank/rekening bank;
· fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh).
· pengadaan barang dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
· kuitansi dinas A2;
· kuitansi;
· fotokopi kontrak tanpa lampiran (surat perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);

· fotokopi Surat Pesanan (SP) berikut adendumnya (jika ada);
· berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
· berita acara serah terima kemajuan pekerjaan (dalam hal pembayaran dilaksanakan sebelum progres pekerjaan mencapai 100%);
· berita acara serah terima akhir pekerjaan (dalam hal pembayaran dilaksanakan sesudah progres pekerjaan mencapai 100%);

· bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan (apabila ada);
· fotokopi referensi bank/rekening bank;
· fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

· surat tagihan pembayaran; dan
· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh).
· dalam hal pengadaan barang terjadi pemutusan kontrak:
· kuitansi dinas A2;

· kuitansi;

· fotokopi kontrak, berikut adendumnya (jika ada) tanpa lampiran, yang meliputi surat perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);

· fotokopi SP, berikut adendumnya (jika ada);

· berita acara penerimaan hasil pekerjaan;

· berita acara serah terima akhir pekerjaan;
· bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan (apabila ada);
· fotokopi referensi bank/rekening bank;

· fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh); dan
· surat tagihan pembayaran.
· dalam hal pengadaan barang tidak terjadi pemutusan kontrak, sedangkan penyelesaian pekerjaan diperhitungkan akan melebihi batas akhir tahun anggaran berjalan: 
· kuitansi dinas A2;

· kuitansi;

· fotokopi kontrak, berikut adendumnya (jika ada) tanpa lampiran, yang meliputi surat perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);

· fotokopi SP, berikut adendumnya (jika ada);

· berita acara penerimaan hasil pekerjaan;

· berita acara serah terima kemajuan pekerjaan;
· surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan;
· bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan;
· fotokopi referensi bank/rekening bank;

· fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh); dan
· surat tagihan pembayaran.
· pembayaran pengadaan pekerjaan kontruksi
· pengadaan pekerjaan kontruksi dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah):
· kuitansi dinas A2;

· kuitansi;

· daftar kuantitas dan harga; dan
· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh).

· pengadaan pekerjaan kontruksi dengan nilai di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah):
· kuitansi dinas A2;
· kuitansi;
· Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
· daftar kuantitas dan harga; 

· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh); dan
· surat tagihan pembayaran.
· pengadaan pekerjaan kontruksi dengan nilai di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah):
· kuitansi dinas A2;
· kuitansi;
· fotokopi kontrak berikut adendumnya (jika ada) tanpa lampiran, berupa Surat Perintah Kerja (SPK);

· berita acara penerimaan hasil pekerjaan;

· berita acara serah terima akhir pekerjaan;
· bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan (apabila ada);
· fotokopi referensi bank/rekening bank;
· foto kemajuan pekerjaan;
· surat tagihan pembayaran;
· fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh).
· pengadaan pekerjaan kontruksi dengan nilai di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
· kuitansi dinas A2;
· kuitansi;
· fotokopi kontrak berikut adendumnya (jika ada) tanpa lampiran, berupa Surat Perintah Kerja (SPK);
· fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) berikut adendumnya (jika ada);

· berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
· berita acara serah terima akhir pekerjaan;
· bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan (apabila ada);
· fotokopi referensi bank/rekening bank;
· foto kemajuan pekerjaan;
· surat tagihan pembayaran;
· fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh).
· pengadaan pekerjaan kontruksi dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
· kuitansi dinas A2;
· kuitansi;
· fotokopi kontrak berikut adendumnya (jika ada) tanpa lampiran, yang meliputi surat perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);

· fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) berikut adendumnya (jika ada);

· berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
· berita acara serah terima kemajuan pekerjaan (dalam hal pembayaran dilaksanakan sebelum progres pekerjaan mencapai 100%);

· berita acara serah terima pertama pekerjaan (dalam hal pembayaran dilaksanakan sesudah progres pekerjaan mencapai 100%);
· fotokopi jaminan pemeliharaan (dalam hal pembayaran sesudah progres pekerjaan mencapai 100%);
· bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan (apabila ada);
· fotokopi referensi bank/rekening bank;

· foto kemajuan pekerjaan
· fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh); dan
· surat tagihan pembayaran.
· dalam hal pengadaan pekerjaan kontruksi terjadi pemutusan kontrak:
· kuitansi dinas A2;

· kuitansi;

· fotokopi kontrak, berikut adendumnya (jika ada) tanpa lampiran, yang meliputi surat perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);

· fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), berikut adendumnya (jika ada);

· berita acara penerimaan hasil pekerjaan;

· berita acara serah terima akhir pekerjaan;
· bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan (apabila ada);
· fotokopi referensi bank/rekening bank;

· foto kemajuan pekerjaan;
· fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh); dan
· surat tagihan pembayaran.
· dalam hal pengadaan pekerjaan kontruksi tidak terjadi pemutusan kontrak, sedangkan penyelesaian pekerjaan diperhitungkan akan melebihi batas akhir tahun anggaran berjalan: 
· kuitansi dinas A2;

· kuitansi;

· fotokopi kontrak, berikut adendumnya (jika ada) tanpa lampiran, yang meliputi surat perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);

· fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), berikut adendumnya (jika ada);

· berita acara penerimaan hasil pekerjaan;

· berita acara serah terima kemajuan pekerjaan;
· surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan;
· fotokopi jaminan pemeliharaan;
· bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan;
· fotokopi referensi bank/rekening bank;

· foto kemajuan pekerjaan;
· fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh); dan
· surat tagihan pembayaran.

· Pembayaran pengadaan jasa lainnya
· pengadaan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan kuitansi atau bukti pembelian (delivery order).
· pengadaan jasa lainnya dengan nilai di atas Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah):

· nota/daftar kuantitas dan harga (dalam hal kuitansi tidak dapat menampung seluruh uraian pembayaran); 

· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh); 
· surat tagihan pembayaran; dan

· kuitansi.

· pengadaan jasa lainnya dengan nilai di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah):
· nota/daftar kuantitas dan harga (dalam hal kuitansi tidak dapat menampung seluruh uraian pembayaran); 

· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh); 

· kuitansi;
· Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
· berita acara serah terima akhir pekerjaan; dan
· surat tagihan pembayaran.
· Pengadaan jasa lainnya dengan nilai di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah):
· kuitansi dinas A2
· kuitansi
· fotokopi kontrak berikut adendumnya (jika ada) tanpa lampiran, berupa Surat Perintah Kerja (SPK);

· berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
· berita acara serah terima akhir pekerjaan;
· bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan (apabila ada);
· fotokopi referensi bank/rekening bank;
· fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh).
· pengadaan jasa lainnya dengan nilai di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
· kuitansi dinas A2;
· kuitansi;
· fotokopi kontrak berikut adendumnya (jika ada) tanpa lampiran, berupa Surat Perintah Kerja (SPK);

· fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) berikut adendumnya (jika ada);

· berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
· berita acara serah terima akhir pekerjaan; 
· bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan (apabila ada);
· surat tagihan pembayaran;
· fotokopi referensi bank/rekening bank;
· fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh).
· pengadaan jasa lainnya dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
· kuitansi dinas A2;
· kuitansi;
· fotokopi kontrak berikut adendumnya (jika ada) tanpa lampiran, yang meliputi surat perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);

· fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) berikut adendumnya (jika ada);

· berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
· berita acara serah terima kemajuan pekerjaan (dalam hal pembayaran dilaksanakan sebelum progres pekerjaan mencapai 100%);
· berita acara serah terima akhir pekerjaan (dalam hal pembayaran dilaksanakan sesudah progres pekerjaan mencapai 100%);

· bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan (apabila ada);
· fotokopi referensi bank/rekening bank;
· fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh); dan
· surat tagihan pembayaran.
· dalam hal pengadaan jasa lainnya terjadi pemutusan kontrak:
· kuitansi dinas A2;

· kuitansi;

· fotokopi kontrak, berikut adendumnya (jika ada) tanpa lampiran, yang meliputi surat perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);

· fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), berikut adendumnya (jika ada);

· berita acara penerimaan hasil pekerjaan;

· berita acara serah terima akhir pekerjaan;
· bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan (apabila ada);
· fotokopi referensi bank/rekening bank;

· fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh); dan
· surat tagihan pembayaran.
· dalam hal pengadaan jasa lainnya tidak terjadi pemutusan kontrak, sedangkan penyelesaian pekerjaan diperhitungkan akan melebihi batas akhir tahun anggaran berjalan: 
· kuitansi dinas A2;

· kuitansi;

· fotokopi kontrak, berikut adendumnya (jika ada) tanpa lampiran, yang meliputi surat perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);

· fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), berikut adendumnya (jika ada);

· berita acara penerimaan hasil pekerjaan;

· berita acara serah terima kemajuan pekerjaan;
· surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan;
· bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan;
· fotokopi referensi bank/rekening bank;

· fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh); dan
· surat tagihan pembayaran.

· pembayaran pengadaan jasa konsultansi nonkonstruksi bangunan
· pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah):
· kuitansi dinas A2;
· kuitansi;
· nota/daftar kuantitas dan harga (dalam hal kuitansi tidak dapat menampung seluruh uraian pembayaran); dan
· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh).
· pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah):
· kuitansi dinas A2;

· kuitansi;

· nota/daftar kuantitas dan harga (dalam hal kuitansi tidak dapat menampung seluruh uraian pembayaran);

· Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);

· berita acara serah terima akhir pekerjaan; dan
· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh).
· pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah):
· kuitansi dinas A2;

· kuitansi;

· fotokopi kontrak berikut adendumnya (jika ada) tanpa lampiran, berupa Surat Perintah Kerja (SPK);

· berita acara penerimaan hasil pekerjaan;

· berita acara serah terima akhir pekerjaan;

· bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan (apabila ada);
· fotokopi referensi bank/rekening bank;

· fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; 
· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh); dan
· surat tagihan pembayaran.
· pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah):
· kuitansi dinas A2
· kuitansi
· fotokopi kontrak berikut adendumnya (jika ada) tanpa lampiran, berupa Surat Perintah Kerja (SPK);

· fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) berikut adendumnya (jika ada);

· berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
· berita acara serah terima akhir pekerjaan;
· bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan (apabila ada);
· fotokopi referensi bank/rekening bank;
· fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; 
· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh);dan
· surat tagihan pembayaran.
· pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):
· kuitansi dinas A2;
· kuitansi;
· fotokopi Kontrak berikut adendumnya (jika ada) tanpa lampiran, berupa Surat Perintah Kerja (SPK);

· fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) berikut adendumnya (jika ada);

· berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
· berita acara serah terima akhir pekerjaan;
· bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan (apabila ada);
· fotokopi referensi bank/rekening bank;
· fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh); dan
· surat tagihan pembayaran.
· pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):
· kuitansi Dinas A2;
· kuitansi;
· fotokopi kontrak berikut adendumnya (jika ada) tanpa lampiran, yang meliputi surat perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);

· fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) berikut adendumnya (jika ada);

· berita acara penerimaan hasil pekerjaan;

· berita acara serah terima kemajuan pekerjaan (dalam hal pembayaran dilaksanakan sebelum progres pekerjaan mencapai 100%);

· berita acara serah terima akhir pekerjaan (dalam hal pembayaran dilaksanakan sesudah progres pekerjaan mencapai 100%);

· bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan (apabila ada);
· fotokopi referensi bank/rekening bank;
· fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh); dan
· surat tagihan pembayaran.
· pembayaran pengadaan jasa konsultansi untuk pekerjaan kunstruksi bangunan
· pengadaan jasa konsultansi perencanaan teknis dengan nilai sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah):
· kuitansi dinas A2;
· kuitansi;
· nota/daftar kuantitas dan harga (dalam hal kuitansi tidak dapat menampung seluruh uraian pembayaran);
· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh).
· pengadaan jasa konsultansi perencanaan teknis dengan nilai di atas Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah):
· kuitansi dinas A2;

· kuitansi;

· nota/daftar kuantitas dan harga (dalam hal kuitansi tidak dapat menampung seluruh uraian pembayaran);

· Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);

· berita acara serah terima akhir pekerjaan; dan
· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh).
· pengadaan jasa konsultansi perencanaan teknis dengan nilai di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah):
· kuitansi dinas A2;
· kuitansi;
· fotokopi kontrak berikut adendumnya (jika ada) tanpa lampiran, berupa Surat Perintah Kerja (SPK);

· berita acara penerimaan hasil pekerjaan;

· berita acara serah terima akhir pekerjaan;

· bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan (apabila ada);
· fotokopi referensi bank/rekening bank;

· fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; 
· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh); dan
· surat tagihan pembayaran.
· pengadaan jasa konsultansi perencanaan teknis dengan nilai di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah):
· kuitansi dinas A2;
· kuitansi;
· fotokopi kontrak berikut adendumnya (jika ada) tanpa lampiran, berupa Surat Perintah Kerja (SPK);

· fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) berikut adendumnya (jika ada);

· berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
· berita acara serah terima akhir pekerjaan; 
· bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan (apabila ada);
· surat pernyataan konsultan tentang kesanggupan melakukan pengawasan berkala dan menyampaikan laporan akhir pekerjaan (dalam hal rencana realisasi pembangunan fisik dilakukan pada tahun anggaran berikutnya);

· fotokopi referensi bank/rekening bank;
· fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; 
· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh); dan
· surat tagihan pembayaran.
· pengadaan jasa konsultansi perencanaan teknis dengan nilai di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):
· kuitansi dinas A2;
· kuitansi;
· fotokopi kontrak berikut adendumnya (jika ada) tanpa lampiran, berupa Surat Perintah Kerja (SPK);

· fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) berikut adendumnya (jika ada);

· berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
· berita acara serah terima pertama pekerjaan (dalam hal pembayaran dilaksanakan sesudah  konsultan menyerahkan rancangan gambar teknis, spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Belanja/engineering estimate);

· berita acara serah terima akhir pekerjaan (dalam hal pembayaran dilaksanakan sesudah konsultan menyelesaikan kewajiban pengawasan berkala atas pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan);

· bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan (apabila ada);
· surat pernyataan konsultan tentang kesanggupan melakukan pengawasan berkala dan menyampaikan laporan akhir pekerjaan (dalam hal rencana realisasi pembangunan fisik dilakukan pada tahun anggaran berikutnya);

· fotokopi referensi bank/rekening bank;
· fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh); dan
· surat tagihan pembayaran.
· pembayaran pengadaan jasa konsultansi perencanaan teknis dengan nilai di atas  Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):
· kuitansi dinas A2;
· kuitansi;
· fotokopi kontrak berikut adendumnya (jika ada) tanpa lampiran, yang meliputi surat perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);

· fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) berikut adendumnya (jika ada);

· berita acara penerimaan hasil pekerjaan;

· berita acara serah terima kemajuan pekerjaan (dalam hal pembayaran dilaksanakan sebelum konsultan menyerahkan gambar teknis, spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Belanja/engineering estimate);

· berita acara serah terima pertama pekerjaan (dalam hal pembayaran dilaksanakan sesudah  konsultan menyerahkan gambar teknis, spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Belanja/engineering estimate);

· berita acara serah terima akhir pekerjaan (dalam hal pembayaran dilaksanakan sesudah  konsultan menyelesaikan kewajiban pengawasan berkala atas pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan);

· bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan (apabila ada);
· surat pernyataan konsultan tentang kesanggupan melakukan pengawasan berkala dan menyampaikan laporan akhir pekerjaan (dalam hal rencana realisasi pembangunan fisik dilakukan pada tahun anggaran berikutnya);

· fotokopi referensi bank/rekening bank;

· fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh);  dan
· surat tagihan pembayaran.
· pembayaran pengadaan jasa konsultansi pengawasan teknis.
· pengadaan jasa konsultansi pengawasan teknis dengan nilai sampai dengan  Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah):
· kuitansi dinas A2;
· kuitansi;
· nota/daftar kuantitas dan harga (dalam hal kuitansi tidak dapat menampung seluruh uraian pembayaran); dan
· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh).
· pengadaan jasa konsultansi pengawasan teknis dengan nilai di atas  Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah):
· kuitansi dinas A2;

· kuitansi;

· nota/daftar kuantitas dan harga (dalam hal kuitansi tidak dapat menampung seluruh uraian pembayaran);

· Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);

· berita acara serah terima akhir pekerjaan; dan
· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh).
· pengadaan jasa konsultansi pengawasan teknis dengan nilai di atas  Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah):
· kuitansi dinas A2;
· rekaman kontrak berikut adendumnya (jika ada) tanpa lampiran, berupa Surat Perintah Kerja (SPK);

· berita acara penerimaan hasil pekerjaan;

· berita acara serah terima akhir pekerjaan;

· bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan (apabila ada);
· rekaman referensi bank/rekening bank;

· rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;

· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh); 

· kuitansi; dan
· surat tagihan pembayaran.
· pengadaan jasa konsultansi pengawasan teknis dengan nilai di atas  Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah):
· kuitansi dinas A2;
· rekaman kontrak berikut adendumnya (jika ada) tanpa lampiran, berupa Surat Perintah Kerja (SPK);

· rekaman Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) berikut adendumnya (jika ada);

· berita acara penerimaan hasil pekerjaan;

· berita acara serah terima akhir pekerjaan;

· bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan (apabila ada);
· rekaman referensi bank/rekening bank;

· rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;

· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh); 

· kuitansi; dan
· surat tagihan pembayaran.
· pengadaan jasa konsultansi pengawasan teknis dengan nilai di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):
· kuitansi dinas A2;
· rekaman kontrak berikut adendumnya (jika ada) tanpa lampiran, berupa Surat Perintah Kerja (SPK);

· rekaman Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) berikut adendumnya (jika ada);

· berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
· berita acara serah terima kemajuan pekerjaan (dalam hal pembayaran dilaksanakan sebelum konsultan menyampaikan laporan akhir pengawasan);

· berita acara serah terima akhir pekerjaan (dalam hal pembayaran dilaksanakan sesudah  konsultan menyerahkan laporan akhir pengawasan);

· bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan (apabila ada);
· rekaman referensi bank/rekening bank;

· rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;

· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh); 

· kuitansi; dan

· surat tagihan pembayaran.
· pengadaan jasa konsultansi pengawasan teknis dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):
· kuitansi dinas A2;
· rekaman kontrak berikut adendumnya (jika ada) tanpa lampiran, yang meliputi surat perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);

· rekaman Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) berikut adendumnya (jika ada);

· berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
· berita acara serah terima kemajuan pekerjaan (dalam hal pembayaran dilaksanakan sebelum konsultan menyampaikan laporan akhir pengawasan);
· bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan (apabila ada);
· berita acara serah terima akhir pekerjaan (dalam hal pembayaran dilaksanakan sesudah  konsultan menyerahkan laporan akhir pengawasan);
· rekaman referensi bank/rekening bank;

· rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;

· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh); 

· kuitansi; dan

· surat tagihan pembayaran.
· pembayaran pengadaan barang/jasa secara swakelola oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola:

· kuitansi dinas A2;
· fotokopi nota kesepahaman;

· fotokopi kontrak berikut adendumnya (jika ada), berupa surat perjanjian kerjasama pelaksanaan swakelola;

· berita acara penerimaan hasil pekerjaan;

· berita acara serah terima kemajuan pekerjaan (dalam hal pembayaran dilaksanakan sebelum progres pekerjaan mencapai 100%);

· berita acara serah terima akhir pekerjaan (dalam hal pembayaran dilaksanakan sesudah progres pekerjaan mencapai 100%); 
· fotokopi referensi bank/rekening bank;
· kuitansi; 
· rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; 

· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh); dan
· surat permohonan pembayaran.

· pembayaran pengadaan barang/jasa secara swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

· pembayaran swakelola tahap pertama sebesar 40% (empat puluh persen) dari total nilai kontrak:

· kuitansi dinas A2;
· fotokopi surat keputusan penetapan kelompok masyarakat pelaksana swakelola;

· fotokopi kontrak berikut adendumnya (jika ada), berupa surat perjanjian kerjasama pelaksanaan swakelola;

· surat pernyataan kesiapan kelompok masyarakat pelaksana swakelola untuk melaksanakan pekerjaan swakelola;

· fotokopi referensi bank/rekening bank;
· surat permohonan pembayaran; dan

· kuitansi.

· pembayaran swakelola tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total nilai kontrak :

· kuitansi dinas A2;
· laporan kemajuan pekerjaan dari kelompok masyarakat pelaksana swakelola (dengan persentase sekurang-kurangnya sama dengan persentase pembayaran swakelola tahap pertama);
· berita acara penerimaan hasil pekerjaan;

· berita acara serah terima kemajuan pekerjaan;

· fotokopi referensi bank/rekening bank;

· surat permohonan pembayaran; dan

· kuitansi.

· pembayaran swakelola tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total nilai kontrak:

· kuitansi dinas A2;
· laporan kemajuan pekerjaan dari kelompok masyarakat pelaksana swakelola (dengan persentase paling kurang sama dengan total persentase pembayaran swakelola tahap pertama dan tahap kedua);

· berita acara penerimaan hasil pekerjaan;

· berita acara serah terima kemajuan pekerjaan;

· fotokopi referensi bank/rekening bank;
· surat permohonan pembayaran; dan
· kuitansi.

· pembayaran uang muka kerja dalam pengadaan barang jasa
· kuitansi dinas A2;
· fotokopi kontrak, yang meliputi surat perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);

· fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);

· surat permohonan pengajuan uang muka kerja berikut perincian penggunaan uang muka kerja;

· surat persetujuan pemberian uang muka kerja dari Pejabat Pembuat Komitmen;

· berita acara pembayaran uang muka kerja;

· fotokopi jaminan uang muka kerja;
· fotokopi Referensi Bank/Rekening Bank;

· fotokopi  Nomor Pokok Wajib Pajak;

· Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh); 

· surat tagihan pembayaran; dan

· kuitansi.

Dalam hal SPP dinyatakan tidak lengkap dan tidak sah PA/KPA menolak untuk menerbitkan SPM. Penerbitan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP yang lengkap dan sah.

10. UANG PANJAR

a. PPTK dalam melaksanakan kegiatan dapat mengajukan permohonan uang muka (panjar) kegiatan kepada PA/KPA.

b. Setelah PA/KPA menyetujui maka diteruskan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

c. Uang panjar yang diberikan kepada PPTK, oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu dibukukan di BKU.

d. Bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan uang panjar disampaikan kepada bendahara paling lambat 2 (dua) minggu atau 10 (sepuluh) hari kerja.

e. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan uang panjar yang sudah memenuhi syarat dan sah ke dalam BKU.

11. PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
a. Penerbitan  SP2D oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah diterbitkan bilamana SPM yang diajukan oleh PA/KPA sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 

b. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM yang lengkap, benar, dan sah.

c. Kuasa BUD menyerahkan SP2D untuk uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada PA/KPA untuk dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran pada bank.

d. SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran Langsung (LS) diserahkan kepada pihak ketiga untuk dicairkan pada bank.

e. Dokumen SPM beserta lampirannya diajukan kepada PPKD selaku BUD/Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D dibuat masing-masing rangkap 2 (dua).

SP2D Hijau
:
untuk uang persediaan (UP).
SP2D Biru 
:
untuk belanja tidak langsung (belanja gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, BPO, TP Guru PNSD dan DTP Guru PNSD, uang duka, insentif pemungutan retribusi/pajak daerah).
SP2D Kuning
:
untuk belanja langsung nonmodal (kegiatan) /ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan /langsung (LS).

SP2D Merah
:
untuk belanja langsung modal/langsung (LS).

SP2D Putih
:
untuk belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, tak terduga, dan pembiayaan.

f. Dokumen SPM yang dinyatakan lengkap, PPKD selaku BUD melalui Kuasa BUD menerbitkan SP2D.

g. Dokumen SPM yang tidak lengkap dan tidak sah atau melampaui pagu anggaran PPKD selaku BUD/Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

h. Kuasa BUD menyerahkan SP2D untuk uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada PA/KPA untuk dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran pada bank.

i. SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran LS (Langsung) diserahkan kepada pihak ketiga untuk dicairkan pada bank.

j. SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran LS  diserahkan kepada bank untuk dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah atau pihak ketiga.

k. Tata cara pembayaran gaji dan tambahan penghasilan di bank dilaksanakan perangkat daerah dengan cara sebagai berikut:
1) mengusulkan pembukaan rekening tabungan bagi pegawai negeri sipil kepada bank;
2) menyampaikan daftar nominatif gaji bersih dan tambahan pengasilan kepada bank berupa hasil cetakan dan data elektronik dengan format yang sudah ditentukan pihak bank;
3) memberikan perintah kepada bank untuk melakukan pemindahbukuan gaji dan tambahan penghasilan sesuai dengan daftar nominatif ke rekening tabungan masing-masing pegawai negeri sipil.
12. PENGAMBILAN GAJI DAN TAMBAHAN PENGHASILAN
a. Pengambilan gaji dan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dapat dilakukan melalui:

1) pengambilan tunai di bank;
2) pengambilan tunai melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
b. Pengambilan tunai di bank dapat dilakukan dengan cara:

1) perorangan;
2) dikuasakan.
c. Untuk pengambilan secara perorangan, masing-masing pegawai negeri sipil datang sendiri untuk melakukan pengambilan uang ke bank.
d. Untuk pengambilan yang dikuasakan, dilakukan dengan memberikan surat kuasa kepada bendahara gaji untuk melakukan pengambilan uang ke bank.
e. Pengambilan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat dilakukan pada:

1) Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank;
2) Anjungan Tunai Mandiri (ATM) lain yang bekerja sama dengan bank.
f. Pengambilan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dilakukan dengan menggunakan kartu pegawai elektronik yang dapat berfungsi sebagai kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
g. Bagi pegawai negeri sipil yang belum memiliki kartu pegawai elektronik diberikan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) oleh bank.
h. kartu pegawai elektronik dapat dipergunakan sebagai kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) setelah dilakukan registrasi dan verifikasi oleh bank.
13. PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

1. Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya. Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas:

a. pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan;
b. pertanggungjawaban penggunaan tambahan uang persediaan;
c. pertanggungjawaban administratif;
d. pertanggungjawaban fungsional.
2. Pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan
a. Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan setiap akan mengajukan ganti uang persediaan tanpa menggunakan fungsional apabila pengajuan ganti uang persediaan tersebut tidak pada akhir bulan.
b. Dokumen yang disampaikan adalah laporan pertanggungjawaban uang persediaan dan dilampiri dengan bukti-bukti belanja yang sah.
3. Pertanggungjawaban penggunaan tambahan uang persediaan
a. Bendahara Pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan tambahan uang persediaan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

b. Dokumen yang disampaikan adalah laporan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan dan dilampiri dengan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap.

c. Apabila terdapat tambahan uang persediaan yang tidak digunakan maka Bendahara Pengeluaran melakukan setoran ke Kas Umum Daerah. Surat tanda setoran atas penyetoran itu dilampirkan sebagai lampiran laporan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan.

d. Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sudah diverifikasi PPK-SKPD, maka PA/KPA menandatangani laporan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan sebagai bentuk pengesahan.

4. Pertanggungjawaban administratif
a. Pertanggungjawaban administratif dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan disampaikan kepada PA paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
b. Pertanggungjawaban administratif tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran baik secara kumulatif maupun per kegiatan;
c. Pertanggungjawaban administratif berupa Surat Pertanggungjawaban dan dilampiri dengan Buku Kas Umum laporan penutupan kas bulanan, register penutupan kas dan Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu (apabila ada);
d. Dokumen surat pertanggungjawaban beserta Buku Kas Umum, laporan penutupan kas dan Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu diberikan kepada PPK-SKPD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya untuk dilakukan verifikasi.

e. Setelah mendapatkan verifikasi, PA menandatangani sebagai bentuk pengesahan.

f. Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan berkenaan. Pertanggungjawaban tersebut dilampiri dengan bukti setoran sisa uang persediaan.
5. Pertanggungjawaban fungsional
a. pertanggungjawaban fungsional dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
b. pertanggungjawaban fungsional tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang merupakan penggabungan dengan Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu.

c. Surat Pertanggungjawaban tersebut dilampiri dengan laporan penutupan kas bulanan, register penutupan kas dan Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu (apabila ada).

d. Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan berkenaan, dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan.
6. Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban oleh PPK-SKPD
a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
c. surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
d. register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ).
7. Sebelum laporan pertanggungjawaban secara fungsional disampaikan, PPK-SKPD agar melakukan verifikasi dengan: 

a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dibayarkan;
b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Pajak Penghasilan (PPh) atas beban pengeluaran per rincian objek;
d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
8. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan berupa surat pertanggungjawaban fungsional, laporan penutupan kas, register penutupan kas, Buku Kas Umum, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Pembantu (apabila ada) sebanyak 1 (satu) berkas.
9. PA/KPA melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

B. PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG
PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. 
Penatausahaan belanja tidak langsung gaji dan tunjangan
a. 
pengajuan SPP-LS gaji dan tunjangan untuk diterbitkan SPM-LS dari Bendahara Pengeluaran kepada PPK-SKPD dilampiri:

1) lembar kontrol;

2) surat pengantar SPP-LS;

3) ringkasan SPP-LS;

4) fotokopi/salinan SPD;

5) surat pernyataan pengajuan SPP-LS;

6) surat pernyataan tanggung jawab belanja pengajuan SPP-LS;

7) jumlah pegawai negeri sipil penerima tunjangan jabatan struktural, jabatan fungsional dan tunjangan umum;
8) daftar jumlah pegawai negeri sipil daerah, jumlah jiwa dan besarnya jumlah belanja per golongan;
9) daftar jumlah pegawai negeri sipil per golongan per jabatan;
10) rekapitulasi gaji;
11) rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 21;
12) daftar gaji;
13) kuitansi A2.
b. 
pengajuan SPM-LS untuk diterbitkan SP2D Langsung (LS) gaji dan tunjangan dari PA ke BUD (BPKAD) dibuat rangkap 2 (dua) dilampiri:

1) surat pengantar penerbitan SP2D-LS gaji dan tunjangan;
2) surat pernyataan tanggung jawab belanja dari PA/KPA;
3) fotokopi/salinan SPD;

4) SPM-LS, kertas warna biru;

5) kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;

6) perincian penggunaan anggaran gaji dan tunjangan (SP2D jalan);
7) daftar pengajuan SPM;
8) jumlah pegawai negeri sipil penerima tunjangan jabatan struktural, jabatan fungsional dan tunjangan umum;
9) daftar jumlah pegawai negeri sipil daerah, jumlah jiwa dan besarnya jumlah belanja per golongan;
10) daftar jumlah pegawai negeri sipil per golongan per jabatan;
11) rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 21;
12) rekapitulasi gaji;
13) daftar gaji.
2. 
Penatausahaan belanja langsung honorarium pegawai honorer:
a. 
pengajuan SPP-LS honorarium pegawai honorer untuk diterbitkan SPM-LS dari Bendahara Pengeluaran kepada PPK-SKPD dilampiri:

1) cek list;
2) surat pengantar SPP-LS;
3) ringkasan SPP-LS;
4) rincian SPP-LS;
5) perincian penggunaan anggaran gaji dan tunjangan (SPP jalan);
6) daftar pembayaran honorarium pegawai honorer.
b.
pengajuan SPM-LS untuk diterbitkan SP2D-LS honorarium pegawai honorer dari PA ke BUD (BPKAD) dilampiri:

1) surat pengantar penerbitan SP2D Langsung (LS) honorarium pegawai honorer;
2) surat pernyataan tanggung jawab belanja dari PA/KPA;
3) SPM-LS, kertas berwarna biru;
4) perincian penggunaan anggaran honorarium pegawai honorer (SP2D jalan);
5) daftar pembayaran honorarium pegawai honorer.
3. Penatausahaan belanja tidak langsung tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa tunjangan kesejahteraan kepada pegawai:
a. pengajuan SPP-LS tambahan penghasilan untuk diterbitkan SPM-LS dari Bendahara Pengeluaran kepada PPK-SKPD dilampiri:

1) lembar kontrol;

2) surat pengantar pengajuan SPP-LS;

3) ringkasan SPP-LS;

4) rincian penggunaan dana SPP-LS;

5) fotokopi/salinan SPD;

6) surat pernyataan pengajuan SPP-LS;
7) surat pernyataan tanggung jawab belanja pengajuan SPP-LS;

8) kuitansi A2;

9) rekapitulasi pemberian tambahan penghasilan berdasarkan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa tunjangan kesejahteraan kepada pegawai;
10) daftar penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa tunjangan kesejahteraan kepada pegawai;
11) Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 21).
b.
pengajuan SPM-LS untuk diterbitkan SP2D Langsung (LS) tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa tunjangan kesejahteraan kepada pegawai dari PA ke BUD (BPKAD) dibuat rangkap 2 (dua) dilampiri:

1) surat pengantar penerbitan SP2D Langsung (LS) tambahan penghasilan;
2) surat pernyataan tanggung jawab belanja dari PA/KPA;
3) fotokopi/salinan SPD;

4) SPM-LS, kertas berwarna biru;

5) perincian penggunaan anggaran tambahan penghasilan (SP2D jalan);
6) kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;
7) peraturan walikota tentang tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa tunjangan kesejahteraan kepada pegawai;
8) rekapitulasi pemberian tambahan penghasilan ;
9) daftar penerimaan tambahan penghasilan; 

10) surat setoran pajak (PPh Pasal 21) bulan sebelumnya.
4. Penatausahaan belanja langsung (barang dan jasa)

a. surat pernyataan pengajuan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS;
b. SPP;
c. penelitian kelengkapan dokumen SPP;
d. SPM;
e. surat pernyataan tanggung jawab belanja PA/KPA;
f. surat penolakan penerbitan SPM;
g. register SPM-UP/SPM-TU/SPM-GU/SPM-LS;
h. register surat penolakan penerbitan SPM;
i. SP2D;
j. surat penolakan penerbitan SP2D;
k. register SP2D;
l. register surat penolakan penerbitan SP2D;
m. Buku Kas Umum;
n. buku simpanan bank;
o. buku pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Pajak Penghasilan (PPh);
p. buku panjar;
q. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek;
r. register penutupan kas;
s. laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (surat pertanggungjawaban belanja);
t. berita acara pemeriksaan kas;
u. surat pengesahan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (surat pertanggungjawaban belanja);
v. kartu kendali kegiatan.
5. Penatausahaan belanja tidak langsung TP Guru PNSD dan DTP Guru PNSD:

a.
pengajuan SPP-LS untuk diterbitkan SPM-LS TP Guru PNSD dan DTP Guru PNSD dari Bendahara Pengeluaran kepada PPK-SKPD dilampiri:

1) lembar kontrol;

2) surat pengantar pengajuan SPP-LS;

3) ringkasan SPP-LS;
4) rincian penggunaan dana SPP-LS;
5) fotokopi/salinan SPD;
6) surat pernyataan pengajuan SPP-LS;
7) surat pernyataan tanggung jawab belanja pengajuan SPP-LS;
8) kuitansi A2;
9) perincian penggunaan anggaran TP Guru PNSD dan DTP Guru PNSD (SP2D jalan);

10) rekapitulasi per golongan dengan jumlah pajaknya;
11) rekapitulasi jumlah guru;
12) rekapitulasi penyaluran ke kas daerah;

13) rekapitulasi sisa dana;

14) daftar pemotongan PPh Pasal 21;

15) rekapitulasi jumlah guru yang berhak namun belum menerima tunjangan profesi guru;

16) Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 21). 
b.
Pengajuan SPM-LS untuk diterbitkan SP2D-LS TP Guru PNSD dan DTP Guru PNSD dari PA ke BUD (BPKAD) dilampiri:

1) surat pengantar penerbitan SP2D-LS TP Guru PNSD dan DTP Guru PNSD;
2) surat pernyataan tanggung jawab belanja dari PA/KPA;
3) fotokopi/salinan SPD;

4) SPM-LS, kertas berwarna biru;

5) perincian penggunaan anggaran TP Guru PNSD dan DTP Guru PNSD (SP2D jalan);
6) kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;
7) rekapitulasi per golongan dengan jumlah pajaknya;
8) rekapitulasi jumlah guru;
9) rekapitulasi penyaluran ke kas daerah;
10) rekapitulasi sisa dana;
11) daftar rencana pemotongan PPh Pasal 21;
12) rekapitulasi jumlah guru yang berhak namun belum menerima tunjangan profesi guru;
13) surat setoran pajak (PPh Pasal 21). 

6. Penatausahaan Belanja Tidak Langsung BPO Pimpinan:
a.
pengajuan SPP-LS untuk diterbitkan SPM-LS BPO Pimpinan dari Bendahara Pengeluaran kepada PPK-SKPD dilampiri:

1) lembar kontrol;
2) surat pengantar SPP-LS;

3) ringkasan SPP-LS;

4) rincian penggunaan dana SPP-LS;
5) fotokopi/salinan SPD;

6) surat pernyataan pengajuan SPP-LS;
7) surat pernyataan tanggung jawab belanja pengajuan SPP-LS;
8) perintah pengeluaran/disposisi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;

9) pakta integritas masing-masing penerima BPO Pimpinan;

10) kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;
11) rincian penggunaan BPO Pimpinan bulan lalu;

12) fotokopi kartu tanda penduduk;
13) fotokopi proposal;
14) fotokopi kuitansi bermeterai.
b.
pengajuan SPM-LS untuk diterbitkan SP2D Langsung (LS) BPO Pimpinan dari PA ke BUD (BPKAD) dilampiri:

1) surat pengantar penerbitan SP2D Langsung (LS) BPO Pimpinan;
2) surat pernyataan tanggung jawab belanja dari PA/KPA;
3) fotokopi/salinan SPD;

4) SPM-LS, kertas berwarna biru;

5) perincian penggunaan anggaran BPO Pimpinan;
6) kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;
7) perintah pengeluaran/disposisi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;

8) pakta integritas masing-masing penerima BPO Pimpinan;
9) kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;

10) rincian penggunaan BPO Pimpinan bulan lalu;

11) fotokopi kartu tanda penduduk;

12) fotokopi  proposal;
13) fotokopi kuitansi bermaterai.
7. Penatausahaan belanja tidak langsung BPO KDH/WKDH:

a.
pengajuan SPP-LS untuk diterbitkan SPM-LS BPO KDH/WKDH dari Bendahara Pengeluaran kepada PPK-SKPD dilampiri:

1) lembar kontrol;
2) surat pengantar SPP-LS;

3) ringkasan SPP-LS;

4) rincian penggunaan dana SPP-LS;

5) fotokopi/salinan SPD;

6) surat pernyataan pengajuan SPP-LS;

7) surat pernyataan tanggung jawab belanja pengajuan SPP-LS;

8) perintah pengeluaran/disposisi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
b.
pengajuan SPM-LS untuk diterbitkan SP2D Langsung (LS) BPO KDH/WKDH dari PA ke BUD (BPKAD) dilampiri:

1) surat pengantar penerbitan SP2D Langsung (LS) BPO;

2) surat pernyataan tanggung jawab belanja dari PA/KPA;

3) fotokopi/salinan SPD;

4) SPM-LS, kertas berwarna biru;

5) perincian penggunaan anggaran BPO;

6) kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;

7) perintah pengeluaran/disposisi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
8.
Format penatausahaan belanja tidak langsung insentif pemungutan retribusi/pajak daerah kepada pegawai:

a. pengajuan SPP-LS insentif pemungutan retribusi/pajak daerah untuk diterbitkan SPM-LS dari Bendahara Pengeluaran kepada PPK-SKPD dilampiri:

1) lembar kontrol;
2) surat pengantar pengajuan SPP-LS;

3) ringkasan SPP-LS;

4) rincian penggunaan dana SPP-LS;

5) fotokopi/salinan SPD;
6) surat pernyataan pengajuan SPP-LS;

7) surat pernyataan tanggung jawab belanja pengajuan SPP-LS;

8) kuitansi A2;
9) ikhtisar target dan realisasi penerimaan retribusi/pajak daerah;
10) peraturan walikota tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan  insentif retribusi/pajak daerah;
11) keputusan walikota tentang penerima dan besaran pembayaran insentif retribusi/pajak daerah;
12) rekapitulasi penerimaan insentif pemungutan retribusi/pajak daerah per bulan;
13) rekapitulasi penerimaan insentif pemungutan retribusi/pajak daerah per triwulan;
14) daftar tanda terima penerimaan insentif pemungutan retribusi/pajak daerah.
b. pengajuan SPM-LS untuk diterbitkan SP2D Langsung (LS) insentif pemungutan retribusi/pajak daerah dari pengguna anggaran ke BUD (BPKAD) dilampiri:

1) surat pengantar penerbitan SP2D Langsung (LS) insentif pemungutan retribusi/pajak daerah;
2) surat pernyataan tanggung jawab belanja dari PA/KPA;
3) fotokopi/salinan SPD;
4) SPM-LS, kertas berwarna biru;

5) kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;

6) perincian penggunaan anggaran insentif pemungutan retribusi/pajak daerah (SP2D jalan);
7) realisasi retribusi/pajak daerah;
8) Peraturan Walikota tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah/Retribusi Daerah ;
9) Keputusan Walikota Penerima Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
10) rekapitulasi Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi/Pajak Daerah per bulan;
11) rekapitulasi penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi/Pajak Daerah per triwulan;
12) daftar tanda terima insentif pemungutan retribusi/pajak daerah;
13) surat setoran pajak Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 bulan sebelumnya.
D.
PENATAUSAHAAN SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP)

Pengajuan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dari Perangkat Daerah ke BPKAD:

1. surat pengantar pengajuan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang memuat rincian gaji terakhir yang diterima oleh pegawai yang akan pensiun.

2. salinan keputusan tentang pensiun dari Badan Kepegawaian Negara untuk pegawai golongan Ia hingga IVb dan salinan keputusan tentang Pensiun untuk pegawai golongan IVc hingga IVe.
3. salinan daftar gaji bulan terakhir yang telah diterima oleh pegawai.
4. untuk penulisan rincian gaji yang dicantumkan dalam pengajuan SKPP disesuaikan dengan gaji terakhir yang diterima oleh pegawai, meskipun gaji terakhir tersebut belum disesuaikan besarannya sesuai dengan keputusan tentang pensiun. Dibuktikan dengan daftar gaji terakhir yang telah ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan.
Setelah diterbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) oleh BPKAD rangkap 6 (enam) dan diserahkan ke Perangkat Daerah, agar Perangkat Daerah meneruskan distribusi Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) kepada:

1. lembar Asli warna putih dan lembar tembusan warna biru untuk PT. Taspen;
2. lembar tembusan warna merah untuk BPKAD;
3. lembar tembusan warna kuning untuk pegawai yang bersangkutan;
4. lembar tembusan warna hijau untuk Bidang Informatika/ Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
5. lembar tembusan warna putih untuk Arsip Perangkat Daerah. 
E.
PENATAUSAHAAN USULAN PERUBAHAN GAJI DAN TUNJANGAN

1. Pengajuan usulan gaji dan tunjangan bagi calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil mutasi dilengkapi:

a. surat pengantar dari Perangkat Daerah yang bersangkutan;
b. formulir isian pegawai;
c. lampiran salinan berkas-berkas sesuai dengan yang tercantum dalam formulir isian pegawai;
d. salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);
e. salinan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dari daerah asal bagi pegawai yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah;
f. salinan Keputusan tentang penempatan bagi pegawai yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah; 

g. syarat usulan gaji calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil baru (mutasi), dilengkapi:

1) surat pengantar dari Perangkat Daerah bersangkutan;
2) formulir isian pegawai;
3) lamporan salinan berkas-berkas sesuai dengan formulir isian pegawai;
4) salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);
5) salinan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dari daerah asal untuk pegawai yang mutasi ke Pemerintah Daerah;
6) salinan Keputusan tentang Penempatan Pegawai dari Walikota untuk pegawai yang mutasi ke Pemerintah Daerah.
h. Pengajuan usulan penghapusan pegawai negeri sipil dilengkapi:

1) surat pengantar dari Perangkat Daerah bersangkutan;
2) Keputusan tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
3) surat keterangan kematian bagi pegawai negeri sipil yang meninggal dunia;
4) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) bagi pegawai negeri sipil yang pensiun atau mutasi keluar Pemerintah Daerah;
5) Keputusan tentang Mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang mutasi keluar Pemerintah Daerah.
i. Pengajuan usulan Kenaikan Pangkat (KP) dan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dilengkapi:

1) surat pengantar dari Perangkat Daerah yang bersangkutan;
2) salinan keputusan tentang kenaikan pangkat atau keputusan tentang kenaikan gaji berkala.
2. Pengajuan usulan penambahan dan pemutusan tunjangan keluarga, tunjangan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan umum yang melekat pada gaji:

a. Syarat usulan gaji calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil baru (mutasi), dilengkapi:
1) surat pengantar dari Perangkat Daerah bersangkutan;
2) formulir isian pegawai;
3) lamporan salinan berkas-berkas sesuai dengan formulir isian pegawai;
4) salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);
5) salinan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dari daerah asal untuk pegawai yang mutasi ke Pemerintah Daerah;
6) salinan keputusan tentang penempatan pegawai dari Walikota untuk pegawai yang mutasi ke Pemerintah Daerah.
b. Pengajuan usulan penghapusan pegawai negeri sipil  dilengkapi:

1) surat pengantar dari Perangkat Daerah bersangkutan;
2) Keputusan pensiun pegawai negeri sipil;
3) surat keterangan kematian bagi pegawai negeri sipil yang meninggal dunia;
4) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) bagi pegawai negeri sipil yang pensiun atau mutasi keluar Pemerintah Daerah;
5) Keputusan mutasi bagi pegawai negeri sipil yang mutasi keluar Pemerintah Daerah.
c. Pengajuan usulan Kenaikan Pangkat (KP) dan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dilengkapi:

1) surat pengantar dari Perangkat Daerah yang bersangkutan;
2) salinan Keputusan kenaikan pangkat atau Keputusan kenaikan gaji berkala.
d. Tunjangan suami/istri
Yang dimaksud dengan tunjangan istri/suami adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil/calon pegawai negeri sipil yang beristri/suami, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) diberikan untuk 1 (satu) istri/suami pegawai negeri yang sah;
2) besarnya tunjangan istri/suami adalah 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok;
3) tunjangan istri/suami diberhentikan pada bulan berikutnya setelah terjadi perceraian atau meninggal dunia;
4) untuk memperoleh tunjangan istri/suami harus dibuktikan dengan surat nikah/akta nikah dari Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

e. Tunjangan anak
Yang dimaksud dengan tunjangan anak adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil/calon pegawai negeri sipil yang memiliki anak (anak kandung, anak tiri dan anak angkat) dengan ketentuan sebagai berikut:

1) belum melampaui batas usia 21 (dua puluh satu) tahun;
2) tidak atau belum pernah menikah;
3) tidak mempunyai penghasilan sendiri;
4) nyata menjadi tanggungan pegawai negeri sipil/calon pegawai negeri sipil yang bersangkutan;
5) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak;
6) Besaran tunjangan anak adalah 2% (dua persen) per anak dari gaji pokok;
7) tunjangan anak diberhentikan pada bulan berikutnya setelah tidak memenuhi ketentuan pemberian tunjangan anak atau meninggal dunia;
8) batas usia anak dapat diperpanjang dari usia 21 (dua puluh satu) tahun sampai usia 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih sekolah dengan ketentuan dapat menunjukkan surat pernyataan dari kepala sekolah/kursus/perguruan tinggi bahwa anak tersebut masih sekolah/kursus/kuliah dengan masa berlaku surat tersebut untuk satu tahun.
Untuk memperoleh tunjangan anak dibuktikan dengan:

1) surat keterangan kelahiran anak dari pejabat yang berwenang pada catatan sipil/lurah/camat;
2) surat keputusan pengadilan yang memutuskan/mengesahkan perceraian dimana anak menjadi tanggungan penuh janda/duda untuk tunjangan anak tiri bagi janda/duda yang bercerai;
3) surat keterangan dari lurah/camat bahwa anak-anak tersebut adalah perlu tanggungan si janda/duda untuk tunjangan anak tiri bagi janda/duda yang suami/isterinya meninggal dunia;
4) surat keputusan pengadilan negeri tentang pengangkatan anak (hukum adopsi) untuk tunjangan anak bagi anak angkat (apabila pegawai mengangkat anak lebih dari 1 anak angkat, maka tunjangan anak untuk anak angkat maksimal 1 anak);
5) tunjangan anak dimasukkan dalam pengajuan daftar gaji setelah diterimanya surat kelahiran oleh pengelola administrasi gaji. Pembayaran tunjangan anak tidak berlaku surut.

Untuk tunjangan anak tiri/angkat dimasukkan dalam pengajuan daftar gaji setelah diterima oleh Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPAPB), pembayaran tidak berlaku surut dengan syarat:

1) ayah yang sebenarnya dari anak tersebut telah meninggal dunia yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pamong praja serendah-rendahnya camat;
2) ayah yang sebenarnya dari anak tersebut bukan Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan anak untuk anak-anak itu diberikan kepada ayahnya yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor tempat ayahnya bekerja.

f. Tunjangan jabatan struktural
1) Prosedur permintaan pembayaran tunjangan jabatan struktural:

Usulan permintaan pembayaran tunjangan jabatan struktural dengan melampirkan keputusan pelantikan disertai dengan surat perintah melaksanakan tugas yang ditandatangi oleh Kepala Perangkat Daerah.
2) Prosedur penghentian pembayaran tunjangan struktural:

a) Pembayaran tunjangan jabatan struktural dihentikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya pegawai negeri sipil yang bersangkutan:

(1) diberhentikan dari jabatan struktural;
(2) meninggal dunia;
(3) diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
(4) diberhentikan sementara;
(5) menjalani cuti di luar tanggungan negara;
(6) menjalani cuti besar;
(7) dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai keuatan hukum tetap.
b) pegawai negeri sipil yang diberhentikan dari jabatan strukturalnya karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dihentikan pembayaran tunjangan jabatan strukturalnya terhitung mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan strukturalnya.

c) pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan struktural, meskipun mengajukan keberatan atau gugatan, tunjangan jabatan strukturalnya tetap dihentikan.

d) pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural dan diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil, meskipun mengajukan keberatan atau gugatan, tunjangan jabatan strukturalnya tetap dihentikan.
3) Prosedur pembayaran kembali tunjangan jabatan struktural

a) Khusus bagi pegawai negeri sipil yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara karena persalinan dan cuti besar, tunjangan jabatan strukturalnya dibayarkan kembali terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya pegawai negeri sipil tersebut telah aktif melaksanakan tugas dalam jabatan strukturalnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.

b) Pembayaran kembali tunjangan jabatan struktural bagi pegawai negeri sipil yang diberhentikan sementara dilakukan mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pegawai negeri sipil tersebut diaktifkan kembali dalam jabatan strukturalnya yang ditetapkan dengan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Tunjangan jabatan fungisonal
1) Prosedur permintaan pembayaran tunjangan fungsional: Usulan permintaan pembayaran tunjangan fungsional dengan melampirkan keputusan pengangkatan dan penugasan secara penuh dalam jabatan fungsional dengan keputusan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tunjangan jabatan fungsional tidak berlaku surut dari tanggal penetapan keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional.
2) Prosedur penghentian pembayaran tunjangan jabatan fungsional:
a) tunjangan jabatan fungsional dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya pegawai negeri sipil yang bersangkutan:

(1) dibebaskan sementara dari jabatan fungsional;
(2) menjalani cuti besar;
(3) diberhentikan dari jabatan fungsional;
(4) berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
(5) diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya.
b) khusus bagi pejabat fungsional yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, maka tunjangan jabatan fungsionalnya dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh;
c) tunjangan jabatan fungsional dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
d) pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, walaupun kemudian sedang mengajukan keberatan/banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), tunjangan jabatan fungsionalnya tetap dihentikan.
3) Prosedur pembayaran kembali tunjangan jabatan fungsional
a) Khusus bagi pegawai negeri sipil yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara karena persalinan dan cuti besar, tunjangan jabatan fungsionalnya dibayarkan kembali terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya pegawai negeri sipil tersebut telah aktif melaksanakan tugas dalam jabatan fungsionalnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.
b) Pembayaran kembali tunjangan jabatan fungsional bagi pegawai negeri sipil yang diberhentikan sementara karena tugas belajar, tunjangan jabatan fungsionalnya dapat dibayarkan kembali setelah diangkat dalam jabatan fungsional dan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang.
h. Tunjangan umum
a) Prosedur permintaan pembayaran tunjangan umum:

Usulan permintaan pembayaran tunjangan umum diberikan kepada pegawai negeri sipil yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatn fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
b) Prosedur penghentian pembayaran tunjangan umum tunjangan umum dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya pegawai negeri sipil yang bersangkutan:

(1) menerima tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional;
(2) menerima tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan;
(3) menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
(4) berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
(5) diberhentikan dari jabatan organik;
(6) diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
(7) menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
(8) menjalani masa uang tunggu;
(9) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
(10) dijatuhi hukuman displin berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;
(11) khusus bagi pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, maka tunjangan umum dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh;
(12) tunjangan umum dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
(13) Pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, walaupun kemudian sedang mengajukan keberatan/banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), tunjangan umum tetap dihentikan.
c) Prosedur pembayaran kembali tunjangan umum
(1) Khusus bagi pegawai negeri sipil yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara karena persalinan dan cuti besar, tunjangan umum dibayarkan kembali terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya pegawai negeri sipil tersebut telah aktif melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.

(2) Pembayaran kembali tunjangan umum bagi pegawai negeri sipil yang diberhentikan sementara karena tugas belajar, tunjangan jabatan fungsionalnya dapat dibayarkan kembali setelah dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang.
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